
BUPATI LUWU UTARA 
PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA 
NO MOR 7 7 TAHUN 2017 

TENT ANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 6 
TAHUN 2017 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA 

DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA 
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DAN TUNJANGAN LAINNYA 

DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 
SE-KABUPATEN LUWU UTARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LUWU UTARA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk melaksanakan ketetapan Pasal 81, Pasal 
82 dan Pasal 100 Pera tu ran Pemerintah Nomor 4 7 
Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran 
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, 
Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan 
Permusyawaratan Desa, dan Tunjangan Lainnya 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan 
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kelurahan se- 
Kabupaten Luwu Utara; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 
6 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan Tetap 
Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Pimpinan 
dan Anggota Badan Pennusyawaratan Desa, dan 
Tunjangan Lainya dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa dan Dokumen Anggaran Kelurahan Se 
Kabupaten Luwu Utara; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat JI Luwu 
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3826); 



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republic 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republic 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesai Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republic 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republic 
Indonesia Nomor 5495); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republic 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia 
Nomor 5679); 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republic Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara 
Republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia 
Nomor 5717); 



�. 
� ... 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 
Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu 
Utara Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 149) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu 
Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Tahun 2017 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara 
Nomor 354); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 
2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Luwu Utara Nomor 333); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwuw Utara Nomor 3 
Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara 
Nomor 343). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA 
NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN BUPATI 
TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA 
DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN PIMPINAN 
SERTA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, 
DAN TUNJANGAN LAINNY A DALAM ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SE-KABUPATEN 
LUWU UTARA TAHUN 2017. 

Pasall 

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Luwu Utara 
Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Se Kabupaten 
Luwu Utara diubah, sehingga berbunyi sebagaimana 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. 



Pasal ll 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
d.iundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinnya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati mt dengan 
penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Luwu 
Utara. 

SEKDA 
ASISTEN 

KABAG HUKUM 

I\SUBAG 

Ditetapkan di Masamba 
Jpada tanggal30 Nopembei:2017 

TBUPATI L TARA, 
< 

�INDAHPUTRIINDRIANl 
� 

Diundangkan di Masamba 
padatanggal 30 Nopember2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA, 

� 
ABDtJ<'MAHFUD 

SERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 77 . 



.. . . 

LAMPI RAN 
PERATURAN BUPATI 
NO MOR 7 7 TAHUN 2017 
TENT ANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 6 TAHUN 
2017 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN 
PERANGKAT DESA, TUNJANGAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA BADAN 
PERMUSYAWARATAN DESA, DAN TUNJANGAN LAINNYA DALAM 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SE-KABUPATEN LUWU 
UT ARA 

BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA 
DAN TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD 

SERTA TUNJANGAN LAINNYA 

NO. URAIAN SATU HONOR/TUNJA 
AN NGAN TA. 2017 

(1) (2) 131 141 
MAKS I MAL 

1. PENGHASILAN TETAP APARAT DESA: OB Rp. 2.500.000,· 
. Kepala Desa OB Rp. 1.500.000,· 
. Sekretaris Desa Non PNS OB Rp. 1.100.000,· 
- Kaur /Kadus/ Kasi OB Rp. 1.000.000,· 
- Bendahara Desa/Staf Kaur 

2. TUNJAIIGAII' OPERASIOll'AL KEPALA DESA DAN OB Rp. 1.875.000,· 
PENJABAT KEPALA DESA YAll'G BERSTATUS SEBAGAI 
ASll'/Pll'S 

3. TUNJAIIGAII PIIIPINAII' DAii All'GGOTA BPD 
- Ketua OB Rp. 1.000.000,· 
. Wakil Ketua/Sekretaris OB Rp. 700.000,· 
. Anggota OB Rp. 500.000,· 

4. TUNJANGAN LAINNYA 

lnsentif Kader Posyandu OB Rp. 200.000,· 

lnsentif RT/ RW OB Rp 200.000,· 

lnsentif PAUD/Guru TK OB Rp 300.000,- 

5. Insentip PTPKD 
· Kepala Desa Selaku Penanggungjawab OB Rp. 350.000,- 
- Sekretaris Desa Selaku Koordinator PTPKD OB Rp. 300.000,- 
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan OB Rp. 250.000,- 
· Bendahara Desa OB Rp. 250.000,- 

PARAF KOORDINP.SI 
SEK DA l 
ASISTEN . 
KABAG HUKUM j , 
KASUBAG ' -f . 

� 
!NOAH PUTRI INDRIANI 


